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BAB II
KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN
 KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Kajian Teori
2.1.1 Agency Theory
Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Dalan teori ini prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jansen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal.
		Menurut Lane (2003) dalam Halim (2007), teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Menurut Andvig et al (2001) dalam Halim (2008) prinsipal agen model merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi yakni (1) terdapat beberapa masalah prinsipal dengan masing-masing tujuan dengan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal juga bisa bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan dan bukan semata-mata hanya untuk mematuhi kepentingan prinsipal saja.Hal ini dikarenakan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu daerah.Jadi tujuan prinsipal harus sejahtera.
2.1.2 Stakeholder Theory
		Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek penting yang harus diatur oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah pusat.Dalam bidang keuangan lebih dikenal dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan dating, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kerja dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2004).
		Dalam hubungannya dengan penelitian ini teori stakeholder menunjukkan bagaimana cara pemerintah mengatur kebijakan anggaran yang pro kepada rakyat. Dikarenakan saat ini pembuatan anggaran harus berbasis sistem performance budgeting(anggaran kinerja) dan telah diatur dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Berbasis kinerja yang dimaksudkan adalah pembuatan anggaran itu harusnya lebih berfokus pada peningkatan terhadap apa yang kurang untuk ditingkatkan pada pemerintah daerahnya. Dalam penggunaan anggaran berupa PAD dan dana perimbangan dalam belanja pemerintah daerah tanpa ada indikasi pengguanaan anggaran tersebut untuk kepentingan lain atau tidak hanya mengikuti apa kehendak dan kemauan kepala daerah saja dalam penggunaan anggaran.
2.1.3 TeoriPengeluaran Pemerintah
Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu menurut Mangkoesoebroto, (1993;169) dalam Agri (2011) terdapat beberapa teori pengeluaran pemerintah :
1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. 
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah
Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesoebroto, 1993; 170). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, yang menyebutkan dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat,secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.
3. Teori Peacock & Wiseman
Adanya ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesoebroto, 1993; 173). Teori mereka sering disebut sebagai  The Displacement Effect,  dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam Mangkoesoebroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.  Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.
2.1.4 Belanja Daerah 
Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan  permintaanmasyarakat dengan  penyediaansarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu.Pada Pemendagri No. 37 Tahun 2014 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. 
Menurut Pemendagri No. 37 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersihdalamperiode tahun bersangkutan. Rinciannya bisa dibagi dalam duabentuk yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan fungsinya. Berdasar sifat ekonominya  belanja daerah terdiri atasbelanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan  bantuan sosial. Sedangkan berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja   untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.
Dalam Agri (2011) pengeluaran pemerintah daerah  menyangkut dua hal (anggaran  line item), yaitu sebagai berikut :
1. Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari- hari. Misalnya untuk belanja pengawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, Angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka.
2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain. 
a. Pengertian Belanja Daerah
Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara itu menurut Rofiq (2007) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum.Mardiasmo (2002) mendefenisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran (belanja) untuk membiayai kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian.
b. Klasifikasi Belanja Daerah
Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri No. 21 tahun 2011 adalah :
1. Klasifikasi menurut urusan pemerintah
Klasifikasi menurut pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan terdiri dari bidang pertanian, kehutanan energi, dan sumber daya mineral, pariwisata kelautan dan perikanan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.
2.  Klasifikasi belanja menurut fungsi
Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
3. Klasifikasi belanja menurut organisasi
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
c. Kelompok Belanja Daerah
Berdasarkan Permendagri  No. 37 tahun 2014 belanja dikelompokkan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:
1. Belanja pegawai
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
4. Hibah
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

5. Bantuan sosial
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakt yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Belanja bagi hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Bantuan keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
8. Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :
a. Belanja pegawai
	Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
b. Belanja barang dan jasa
	Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
c. Belanja modal
	Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan,dan aset tetap lainnya.
Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan mengenai sumber-sumber penerimaan pemerintahan daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Derah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah 
2. Dana Perimbangan, yaitu :
a. Dana Alokasi Umum (DAU)
b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
c. Dana Bagi Hasil
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
2.1.5	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
		MenurutHalim(2001) PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdsarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut UU No 34 Tahun 2000 PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Yani (2013) PAD adalah:
		“PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

		Dapat disimpulkan PAD adalah penhasilan yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kas daerah yang benar-benar berasal dari daerah itu sendiri. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah. PAD merupakan sumber keruangan daerah yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya.
		Kenaikan dari jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana kemandirian pemerintah daerah yang tidak ingin selalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu menurut Halim(2001) sistem pengelolaan PAD perlu dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diharapkan tercapainya efesiensi dan efektivitas yang tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan 
jasa antardaerah, dan kegiatan ekspor/impor.
b. Klasifikasi Pendapatan Daerah
MenurutPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,  pendapatan daerah terdiri dari :

1) Pajak Derah
Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada setiap objek pajak seperti orang/badan maupun benda bergerak/tidak bergerak.
Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Rochmaddalam Kaho(2005) adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Propinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya. Sedangkan menurut Siagiandalam Kaho(2005) pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang”.
Menurut Yani (2013) pajak daerah adalah :
“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009, tentang perubahan atas tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak provinsi dari : 

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d) Pajak kendaraan di atas air
e) Pajak air di bawah tanah
f) Pajak air permukaan
Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :
a) Pajak hotel
b) Pajak restoran
c) Pajak hiburan
d) Pajak reklame
e) Pajak penerangan jalan
f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
g) Pajak parkir
2) Retribusi Daerah
Menurut UU No. 28 tahun 2009 pasal  1 dinyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Ciri-ciri retribusi daerah menurut Kaho (2005) adalah :
a. Retribusi daerah dipungut oleh daerah
b. Dalam pemungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan oleh darah lansung dapat ditunjuk
c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau merasakan jasa yang disediakan daerah.
Adapun yang termasuk retribusi daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah:
1) Retribusi jasa umum
2) Retribusi jasa usaha
3) Retribusi perizinan tertentu
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
Halim (2007) menyebutkanhasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari :
a.  Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
b.  Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
c.  Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.
4) Lain-lain Penerimaan yang Sah
Sumber pendapatan daerah lainnya adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,menyebutkan secara jelas tentang komponen lain-lain penerimaan yang sah yaitu:
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
h. Pendapatan denda pajak
i. Pendapatan denda retribusi
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
k. Pendapatan dari pengembalian
l. Fasilitas sosial dan umum
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
2.1.6 Dana perimbangan
a. Pengertian Dana Perimbangan
Menurut Yani (2013) dana perimbangan adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Menurut Bratakusumah (2003) adalah:
“Dana yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat”
Menurut Mardiasmo (2006), Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan suatu sistem yang menyuruh dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembatuan.
Dari pengertian perimbangan keuangan tersebut mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu (1) bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horisontal maupun vertikal dan (2) berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya pemerintahan (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya Clean Government dan Good Governance.
Dana perimbangan ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan kondisi keuangan masing-masing daerah, sehingga alokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan pemabngunan daerah (Machfud, 2002).
Dalam Ferdian (2013) prinsip kebijakan perimbangan keuangan dalam BAB II pasal 2 Undang-Undang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu:
1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,yaitu: merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembatuan.
Dalam BAB II Pasal 3 Undang-Undang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b. Klasifikasi Dana Perimbangan
1) Dana Bagi Hasil
Menurut Undang-Undang Nomor 33bTahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi tahun berjalan. DBH terdiri dari:
1. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas:
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah.
2) 10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yag didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% untuk Pemerintahan Daerah.
2) 20% Bagi pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21.
Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh tersebut dibagi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyaluran Dana Bagi Hasil ini dilaksanakan secara triwulan, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Kemudian Dana Bagi Hasil tersebut dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.
2. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam,yaitu:
a. Kehutanan
Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Pengusaha Hutan (IHPH) dan propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan:
1) 20% untuk pemerintah pusat
2) 80% untuk pemerintah daerah
Penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan:
1) 60% untuk pemerintah pusat
2) 40% untuk pemerintah daerah
b. Pertambangan Umum
Penerimaan pertambangan umumyang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan:
1) 20% untuk pemerintah pusat
2) 80% untuk pemerintah daerah
c. Perikanan 
Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan:
1) 20% untuk pemerintah pusat
2) 80% untuk pemerintah daerah
d. Pertambangan Minyak Bumi
Penerimaan Pertambangan Minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
1) 84,5% untuk pemerintah pusat
2) 15,5 untuk pemerintah daerah
e. Pertambangan Gas Bumi
Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang berasal dari daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibagi dengan imbangan:
1) 69% untuk pemerintah pusat
2) 30,5% untuk pemerintah daerah
f. Pertambangan Panas Bumi
Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan:
1) 20% untuk pemerintah pusat
2) 80% untuk pemerintah daerah
2) Dana Alokasi Umum
Menurut Kuncoro (2004) DAU dapat diartikan sebagai berikut :
a. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
b. Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah
c. Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.
Menurut peraturan pemerintah No 104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiaai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari Dana  Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada DAU ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Disrtibusinya adalah 10 persen untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabuapten/kota.
DAU merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat srtategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah (Widjaja dalam Ferdian, 2013).
DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang masih dapat diperkecil.
Proporsi, komponen dan rumusan perhitungan DAU mengalami perubahan. Dari sisi proporsi, terjadi kenaikan pembagian untuk daerah sebsar 1 persen dari 25 persen menjadi 26 persen. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai berlakunya UU 32/2004 sampai dengan tahun 2007 kenaikan menjadi 25,5 persen untuk daerah, kemudian dari tahun 2008 dan seterusnya menjadi 26 persen. Perubahan lain terjadi pada komponen DAU. UU 33/2004 membagi DAU menjadi dua komponen yaitu:
a. Alokasi Dasar
Alokasi dasar adalah pos anggaran untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.
b. Celah Fiskal
Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal daerah dikurangi oleh kapasitas fiskal daerah.
Perhitungan DAU dilakukan dengan cara:
a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh propinsi.
b. Bobot propinsi merupakan perbandingan antar celah fiskal propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.
Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU ke[ada daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula disrtibusi DAU ditetapkan oleh Dewan Petimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan,perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerh yang dipilih oleh DPRD.
3) Dana Alokasi Khusus
Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusu di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
DAK termasuk di dalamnya 40 persen dari dana reboisasi. Berbeda dengan Dana Bagi Hasil dan DAU, kewenangan dalam pengalokasian DAK relatif terbatas karena dana tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan pembiayaan kegiatan tertentu termasuk kegiatan reboisasi. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan rumus DAU, serta pembiayaan proyek yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lambat 2 minggu setelah Undang-Undang APBN ditetapkan. Petunjuk teknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat 2 minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh menteri keuangan. Daerah penerimaan DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. 

2.2Pengembangan Hipotesis 
2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah
Menurut Mardiasmo (2004), dengan PAD yang tinggi maka belanja daerah akan semakin besar salah satunya dengan meningkatnya subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat lapaisan bawah.Menurut Aziz et all (2004) dalam (Agri, 2011) pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah yang dikenal dengan nama tax spend hipotesis. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran (Prakosa, 2004).
Dalam konteks internasional, telah dilakukan beberapa penelitian untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.Cheng (1999) dalam Jamela (2009) menemukan bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus pemerintahan daerah dibeberapa Negara Amerika Latin, yakni Kolumbia , Republik Dominikia, dan Paraguai. Friedman (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga pada akhirnya akan memperbesar defisit.
Kemudian Rahmawati (2010) juga meneliti tentang pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah, dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD  daripada DAU.
Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi suatu daerah dalam memenuhi belanjanya, dan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.Semakin banyak pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat, dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Rahmawati, 2010).
Selanjutnya Agri(2011) yang meneliti tentang analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap belanja daerah. Dan penelitian Ferdian (2013) yang meneliti tentang pengaruh PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap Belanja Daerah, hasil penelitiannya menunjukkan PAD juga berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.
Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
2.2.2 Pengaruh Dana PerimbanganTerhadap Belanja Daerah
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi.
Menurut Widjaja dalam Ferdian (2013) tranfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD. Kaho (2005), menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah. Legrenzi dan Milas (2001) dalam (Syukriy dan Halim, 2003) menyatakan bahwa dalam jangka panjang tranfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara pesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan tranfer yang diterima.
Kemudian Agri (2011) menemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap belanja daerah. Dan penelitian Ferdian (2013) yang meneliti tentang pengaruh PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap Belanja Daerah, hasil penelitiannya menunjukkan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. 
Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh grants dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Prakosa, 2004). Holtz-Eakin,  etal  (1985) dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan  sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. 
Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2: Dana perimbangan memiliki pengaruh terhadapbelanja daerah.

2.3 Krangka Konseptual
Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Dimana variabel analisisnya merupakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2). Sedangkan Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y).
[bookmark: _GoBack]PAD merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Peningkatan PAD akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini belanja daerah akan disesuaikan PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Dana Perimbangan merupakan bentuk tranfer dana dari pemerintah pusat. Peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan dana perimbangan yang diterima.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut ini:
		Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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